
KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI 

DAERAH KABUPATEN ATAU KOTA 

(Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2015-2019) 

RINGKASAN SKRIPSI 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana 

 

Oleh :  

Pingky Septiani 

1117 29956 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 

 YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA 

YOGYAKARTA 

2021 



1 

 

 

  



2 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi penerimaan pajak daerah 

dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada masing-masing daerah 

Kabupaten atau Kota yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Metode penelitian menggunakan penelitian analisis deskriptif. Jenis data yang 

digunakan Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kontribusi pajak daerah terhadap 

pendapatan asli daerah selama tahun 2015-2019 di Kabupaten Sleman dan Kota 

Yogyakarta masuk dalam kategori sangat baik, di Kabupaten Bantul masuk dalam 

kategori cukup baik, di Kabupaten Kulon Progo masuk dalam kategori sedang, 

dan di Kabupaten Gunungkidul masuk dalam kategori kurang, (2) kontribusi 

retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2015-2019 di 

Kabupaten Gunungkidul masuk dalam kategori kurang, di Kabupaten Bantul, 

Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta masuk dalam kategori sangat kurang, 

(3) tingkat pencapaian dari realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, 

dan pendapatan asli daerah pada masing-masing daerah Kabupaten atau Kota 

cenderung melampaui target yang telah ditetapkan. 

Kata kunci: kontribusi pajak daerah, kontribusi retribusi daerah, pendapatan asli 

daerah.  
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the contribution of local tax revenue and regional 

levies to original local revenue in each district or city in the Special Region of 

Yogyakarta Province. The research method used descriptive analysis research. 

Data that used are secondary data obtained from the Financial and Asset 

Management Agency of the Special Region of Yogyakarta. The results showed that 

(1) the contribution of local taxes to original local revenue during 2015-2019 in 

Sleman Regency and Yogyakarta City was in the very good category, in Bantul 

Regency it was in the fairly good category, in Kulon Progo Regency it was in the 

medium category, and in Gunungkidul Regency is in the less category, (2) the 

contribution of regional retribution to original local revenue during 2015-2019 in 

Gunungkidul Regency is in the less category, in Bantul, Kulon Progo, Sleman, 

and Yogyakarta City it is in the very less category, ( 3) the level of achievement of 

the realization of regional tax revenues, regional levies, and original local 

revenue in each regency or city area tends to exceed the set target. 

Keywords: local tax contribution, regional retribution contribution, original local 

revenue.  
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I. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan suatu Negara yang dibagi atas daerah Provinsi, 

daerah Provinsi dibagi lagi menjadi daerah Kabupaten dan daerah Kota. 

Azhari & Negoro (2019: 10) berpendapat bahwa berdasarkan luasnya wilayah 

dan pengelolaan pemerintahan, tidak ada negara dengan wilayah yang luas 

dapat mengelola pemerintahan secara efektif dan efisien jika hanya dari 

pemerintah pusat. Banyaknya daerah Kabupaten atau Kota yang tersebar dari 

Sabang sampai Merauke membuat pemerintah pusat menjadi sulit untuk 

mengkoordinasi tiap-tiap daerah secara terpusat, oleh karena itu pemencaran 

kekuasaan kepada pemerintah daerah merupakan pilihan rasional untuk 

menaikkan efisiensi dan efektivitas administrasi publik dalam melayani dan 

mengelola suatu daerah.  

Sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan 

Daerah, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah yaitu 

hak, kewajiban, dan wewenang yang diberi oleh pemerintah pusat untuk 

mengelola setiap daerahnya sejalan dalam ketentuan yang sedang berlaku. 

Maksud dari adanya otonomi daerah yaitu untuk memberdayakan rakyat dan 

memberi ruang untuk rakyat agar ikut andil pada sistem penyusunan suatu 

wilayah dalam menggunakan kemampuan yang dipunyai dan sumber daya 

yang terdapat pada setiap daerah. 

Sumber penghasilan dari pendapatan daerah dalam pelaksanaan suatu 

otonomi daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-

lain pendapatan. Sesuai dengan Pasal 1, ayat (18) UU No.33 Tahun 2004 

mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 

menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD 

adalah penerimaan yang didapat dan ditarik oleh daerah berdasarkan atas 

Perda yang sejalan dalam ketentuan uu yang berlaku. Pendapatan asli daerah 

merupakan sumber dari pendapatan daerah yang digali oleh suatu daerah dan 

dipakai untuk menekan keterlibatan dana yang didapat dari pemerintah pusat. 

PAD adalah penghasilan yang sumbernya diperoleh dari pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah, PAD memiliki tujuan agar dapat memberi 

kebebasan pada daerah dalam penggalian sumber penghasilan daerah dalam 

melaksanakan otonomi daerah (Yani, 2002: 44). 

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan suatu wewenang yang 

pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan 

kewajibannya ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda). Pemungutan pajak 

daerah dan retribusi daerah adalah upaya yang dilakukan pemerintah agar 

dapat mewujudkan suatu otonomi daerah yang nyata, luas, dan juga 

bertanggung jawab sehingga mampu untuk lebih mensejahterakan 

masyarakat. 

Pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai perspektif cukup bagus 

untuk bisa dikembangkan, maka dari itu penghasilan dari pajak daerah dan 

retribusi daerah dilakukan secara profesional dan terbuka untuk 
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mengoptimalkan serta menaikkan besarnya kontribusi terhadap pendapatan 

asli daerah.  (Halim, 2004) berpendapat bahwa masalah yang sering dijumpai 

setiap daerah biasanya berkaitan dengan menggali sumber-sumber dari pajak 

daerah maupun retribusi daerah yang masih kurang dalam memberi 

kontribusi yang berarti bagi penghasilan daerah secara menyeluruh. 

Pemerintah Daerah berupaya untuk menaikkan mutu terhadap 

pelayanan massa serta melakukan pembetulan di beberapa bidang yang 

mempunyai keunggulan untuk ditumbuhkan menjadi sumber PAD. 

Pemerintah daerah diserahkan wewenang agar memungut pajak daerah serts 

retribusi daerah di daerahnya, dan masyarakat harus dapat memahami bahwa 

pemungutan ini digunakan untuk menjadi salah satu sumber penghasilan yang 

dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 

II. TINJAUAN TEORI 

Teori Welfare State 

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan teori Welfare State. 

Teori Welfare State menunjukkan bahwa negara atau pemerintah bertanggung 

jawab penuh utuk menyediakan semua kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat 

dilimpahkan kepada siapapun (Abercrombie, 2008: 382). Konsep 

kesejahteraan (social welfare) tersebut secara konkret dalam bentuk model 

program kesejahteraan masyarakat bagi hasil pemerintah modern (The model 

of modern government social security). 

Pada tipe negara Welfare State tersebut negara mengabdi sepenuhnya 

kepada masyarakat. Negara sebagai salah satu institusi yang berkewajiban 

untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat dan kepentingan seluruh 

rakyat. Menurut konsep Dicey, Rule of law mengandung tiga unsur yaitu 

equality before the law yaitu setiap manusia memiliki kedudukan hukum 

yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama, supremation of law yaitu 

kekuasaan tertinggi terletak pada hukum, dan constitution bases on human 

right yaitu konstitusi harus mencerminkan hak-hak asasi manusia. 

 

Pendapatan Daerah 

Pendapatan daerah  adalah seluruh penghasilan yang diterima daerah 

yang berwujud aset atau penurunan liabilitas dari beberapa sumber dalam 

tahun anggaran tersebut (Halim, 2002: 64). Menurut UU No.33 Tahun 2004, 

pendapatan daerah yaitu hak Pemda yang dianggap menaikkan nilai kekayaan 

daerah. 

Pendapatan daerah selaku penerimaan dari kas daerah adalah suatu 

media bagi Pemda untuk mencapai tujuan serta menaikkan tingkat 

kesejahteraan masyarakat, dapat dilakukan melalui pengembangan berbagai 

bidang kehidupan di masyarakat. Berdasarkan Pasal 5, ayat (2) UU Nomor 33 

Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, pendapatan daerah bersumber dari: Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang sah. 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Sesuai dengan Pasal 1 angka 18 UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD 

yaitu penghasilan yang didapat dan dipungut oleh daerah sesuai dengan 

ketentuan undang-undang berlaku. PAD merupakan pendapatan yang didapat 

dari berbagai sumber dalam wilayah daerahnya sendiri, semakin besar 

kontribusi dari PAD dalam tatanan keuangan suatu daerah, maka semakin 

besar juga kemampuan finansial yang dipunyai daerah dalam mewujudkan 

pembangunan di daerahnya (Firdausy, 2017: 119). 

Sesuai dengan Pasal 6, ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

menyebutkan bahwa sumber-sumber penghasilan dari PAD, antara lain: pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

dan lain-lain PAD yang sah. 

 

Pajak Daerah 

Pengertian pajak daerah sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UU No.28 

Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah 

kontribusi yang wajib kepada setiap daerah yang terutang oleh wajib pajak 

pribadi ataupun badan dan bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak 

mendapat imbalan langsung serta digunakan untuk kebutuhan daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.” 

Sesuai dengan Pasal 2, ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 

2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah 

dikelompokkan menjadi: 

1) Pajak Provinsi, yang terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 

Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. 

2) Pajak Daerah Kabupaten atau Kota, yang terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak 

Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).  

 

Retribusi Daerah 

Pengertian retribusi daerah berdasarkan pada Pasal 1 angka 64 UU 

Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  

“Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 

dari daerah sebagai pembayaran atas suatu jasa atau pemberian izin yang 
khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan 

perorangan atau Badan.” 

Perbedaan yang utama dari retribusi daerah dan pajak daerah yaitu 

pada retribusi daerah ada imbalan langsung yang diterima (Mikha, 2010: 69). 

Pihak yang membayar retribusi akan memperoleh imbalan langsung dari 

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

repository.stieykpn.ac.id 



7 

 

pemerintah misal mendapatkan ijin untuk melakukan usaha tertentu, 

sedangkan pada pajak daerah adalah tanpa mendapat imbalan langsung dari 

pemerintah. 

Sejalan pada Pasal 108, ayat (2) - ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah 

dikelompokkan menjadi tiga jenis, antara lain: 

1) Retribusi Jasa Umum, terdiri atas: Retribusi Pelayanan Kesehatan, 

Retribusi Pelayanan Sampah atau Kebersihan, Retribusi Penggantian 

Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pemakaman dan 

Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir, Retribusi Pelayanan Pasar, 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat 

Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi 

Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah 

Cair, Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang, Retribusi Pelayanan 

Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan 

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas. 

2) Retribusi Jasa Usaha, terdiri atas: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, 

Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, 

Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat 

Penginapan atau Vila, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi 

Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, 

Retribusi Penyebrangan di Air, dan Retribusi Penjualan Produk Usaha 

Daerah. 

3) Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri atas: Retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB), Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, 

Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha 

Perikanan, dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing 

(IMTA). 

 

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Handoko (2013) memiliki pendapat, kontribusi yaitu besarnya 

sumbangan yang diberikan untuk keberlangsungan suatu kegiatan. Cara 

perhitungan untuk menganalisis besarnya persentase kontribusi dari pajak 

daerah atau retribusi daerah terhadap PAD yakni dengan membagi antara 

realisasi penghasilan pajak daerah atau retribusi daeraj terhadap realisasi 

penghasilan PAD dalam satu tahun anggaran. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian yang dilakukan yaitu semua Kabupaten atau 

Kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sampel yang 

dipakai pada penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode purposive 

sampling, dengan kriteria: Semua Kabupaten atau Kota di Provinsi DIY yang 
membuat dan memublikasikan laporan realisasi APBD secara terus-menerus 

mulai dari tahun 2015-2019 dan mempunyai data secara lengkap mengenai 

laporan realisasi APBD yang diperlukan untuk penelitian. 

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang 

sumbernya berasal dari laporan realisasi APBD Kabupaten atau Kota yang 
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ada di Provinsi DIY dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Sumber data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah rincian laporan relisasi APBD yang 

didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini meliputi: studi literatur, 

studi lapangan, dan dokumentasi. Variabel dalam penelitian ini adalah PAD, 

pajak daerah, dan retribusi daerah. Model penelitian yang digunakan adalah 

model penelitian kualitatif yang berdasarkan studi kasus. 

Metode yang dipakai dalam analisis penelitian yang dilakukan, yaitu 

analisis data secara deskriptif, untuk menganalisis sebuah data dengan cara 

menggambarkan atau mendeskripsikan data yang sudah terkumpul dengan 

penyajian data hasil penelitian bisa ke dalam bentuk tabel, diagram, grafik 

maupun persentase. 

Untuk mengukur besarnya persentase kontribusi penghasilan pajak 

daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, dapat menggunakan rumus: 

           
 

 
             

 

 
         

Keterangan: 

X = Realisasi pajak daerah 

Y = Realisasi retribusi daerah 

Z = Realisasi PAD 

Klasifikasi Kategori Kontribusi 

 
      Sumber: (Halim, 2007) 

Tabel diatas menunjukkan pengelompokan berdasarkan kategori 

kontribusi. Apabila nilai kontribusi ≤ 10% menandakan bahwa nilai 

kontribusi tersebut masuk ke dalam kategori sangat kurang, apabila nilai 

kontribusi berada di antara 10%-20% termasuk dalam kategori kurang, dan 

apabila nilai kontribusi berada di antara 20%-30% termasuk dalam kategori 

sedang. Nilai kontribusi yang termasuk dalam kategori cukup baik jika nilai 

kontribusi berada di antara 30%-40%. Klasifikasi nilai kontribusi yang 

dikatakan baik berada di antara 40%-50%, dan dikatakan sangat baik apabila 

nilai kontribusi ≥50%. Klasifikasi kategori kontribusi tersebut digunakan 

untuk membantu melihat sejauh mana kontribusi yang dihasilkan dari 

penghasilan pajak daerah dan retribusi daerah dapat berpartisipasi terhadap 

besarnya penghasilan pendapatan asli daerah. 

Persentase Kontribusi Kriteria

Kurang dari 10% Sangat Kurang 

10% - 20% Kurang

20% - 30% Sedang

30% - 40% Cukup Baik

40% - 50% Baik

Lebih dari 50% Sangat Baik
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IV. PEMBAHASAN 

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bantul 

 

Tabel 4.1 

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019 

 
Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY 

Tabel 4.2 

Kontribusi Per-Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Bantul 

Tahun 2015-2019 

Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY 

Kontribusi penghasilan pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Bantul 

dari tahun 2015-2019 menunjukkan kategori yang cukup baik dengan 

persentase sebesar 35,9%.  Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa pajak BPHTB 

tersebut selama lima tahun berkontribusi dengan nilai terbesar jika dilihat dari 

jenis pajak yang lainnya dengan rata-rata sebesar 16,135% atau hampir 

mencapai 50% dari total rata-rata keseluruhan kontribusi pajak daerah adalah 

sebesar 35,9%. Pajak BPHTB akan timbul apabila terjadi pengalihan hak atas 

tanah dan bangunan, yang artinya di wilayah daerah Kabupaten Bantul 

kegiatan pengalihan hak atas tanah dan bangunan terjadi cukup banyak 

karena kontribusi dihasilkan oleh pajak BPTHB menunjukkan hasil yang 

cukup besar. PBB-P2 meningkat pada tahun 2019 dari 8,501% menjadi 

sebesar 10,859%, peningkatan persentase disebabkan karena adanya inovasi 

dari Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pelayanan pembayaran PBB 

melalui layanan Mobil Keliling Pajak Bantul sejak tahun 2018. 

 

Tahun
Realisasi Pajak 

Daerah (Rp)

Realisasi PAD 

(Rp)

Kontribusi Pajak 

Daerah

Kategori 

Kontribusi

2015 123,257,183,735     390,624,492,073  31.6% Cukup Baik

2016 133,474,742,165     404,454,703,746  33.0% Cukup Baik

2017 165,562,359,004     494,179,068,472  33.5% Cukup Baik

2018 182,127,219,000     462,626,006,230  39.4% Cukup Baik

2019 213,628,741,844     505,929,472,002  42.2% Baik

35.9% Cukup BaikRata-rata kontribusi
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Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Bantul 

Tabel 4.3 

Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019 

 
Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY 

Tabel 4.4 

Kontribusi Per-Jenis Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten 

Bantul Tahun 2015-2019 

 
Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY 

Kontribusi dari retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Bantul 

tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan kategori yang sangat kurang 

dengan persentase sebesar 7,7%. Pada tabel 4.4, besarnya rata-rata kontribusi 

terbesar didominasi dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga menunjukkan 

nilai rata-rata sebesar 4,842%. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada 

tahun 2018-2019 meningkat dengan jumlah yang hampir dua kalinya dari 

nilai rata-rata sebelumnya, peningkatan yang terjadi dikarenakan adanya 

penyesuaian tarif retribusi yang tertuang pada Perbup Bantul Nomor 32 

Tahun 2018 mengenai Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Pada 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Kontribusi dari retribusi daerah 

Kabupaten Bantul dari tahun 2015-2019 hanya mengandalkan penghasilan 

Tahun
Realisasi Retribusi 

Daerah (Rp)

Realisasi PAD 

(Rp)

Kontribusi 

Retribusi Daerah

Kategori 

Kontribusi

2015 22,840,342,141       390,624,492,073  5.8% Sangat Kurang

2016 26,613,085,434       404,454,703,746  6.6% Sangat Kurang

2017 31,559,888,483       494,179,068,472  6.4% Sangat Kurang

2018 46,054,353,646       462,626,006,230  10.0% Sangat Kurang

2019 48,278,231,843       505,929,472,002  9.5% Sangat Kurang

7.7% Sangat KurangRata-rata kontribusi
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dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga, karena retribusi tersebut yang 

memberikan kontribusi cukup tinggi jika dibandingkan dengan jenis retribusi 

yang lainnya. 

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Tabel 4.5 

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019 

 
Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY 

Tabel 4.6 

Kontribusi Per-Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten 

Gunungkidul Tahun 2015-2019 

 
Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY 

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Gunungkidul 

dari tahun 2015-2019 masuk ke dalam kategori kurang dengan persentase 

sebesar 19,6%. Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa penghasilan dari PBB-P2 

selama lima tahun berturut-turut selalu menunjukkan kontribusi yang terbesar 

apabila dilihat dengan jenis pajak daerah yang lainnya dengan rata-rata 

sebesar 8,102%. PBB-P2 menunjukkan kontribusi yang cukup besar setiap 

tahunnya disebabkan karena tingkat kepatuhan dalam pembayaran PBB-P2 di 

desa semakin meningkat, dan seluruh aparat pemungut pajak dari tingkat 

kecamatan hingga desa saling bekerjasama dalam mengatasi kendala-kendala 

yang terjadi di lapangan. Pajak BPHTB di Kabupaten Gunungkidul 

menghasilkan rata-rata kontribusi sebesar 2,697%, besarnya persentase rata-

rata kontribusi pajak BPHTB yang tidak begitu besar berarti tidak begitu 

banyak kegiatan yang terjadi pengalihan hak atas tanah dan bangunan di 

wilayah daerah Kabupaten Gunungkidul. 
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Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Tabel 4.7 

Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019 

 
Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY 

Tabel 4.8 

Kontribusi Per-Jenis Retribusi  Daerah Terhadap PAD Kabupaten 

Gunungkidul Tahun 2015-2019 

 
Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY 

Kontribusi dari retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten 

Gunungkidul dari tahun 2015-2019 menunjukkan kategori yang masih kurang 

dengan persentase sebesar 14,2%. Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa 

besarnya rata-rata persentase kontribusi terbesar diperoleh dari retribusi 

tempat rekreasi dan olahraga menghasilkan rata-rata persentase kontribusi 

sebesar 10,351%. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga mengalami naik 

turun pada setiap tahunnya karena adanya perubahan peraturan mengenai 

retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Pertama diatur dalam Perda 

Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012, perubahan ke dua diatur dalam Perda 

Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2017, dan perubahan ke tiga diatur dalam Perda 

Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2018. 
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Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Tabel 4.9 

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2019 

 
Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY 

Tabel 4.10  

Kontribusi Per-Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2015-2019 

 
Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY 

Rata-rata persentase kontribusi pajak daerah di Kabupaten Kulon 

Progo pada tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan nilai persentase 

sebesar 21,3% yang masuk dalam kategori sedang. Pada tabel 4.10 

menunjukkan bahwa besarnya kontribusi yang dihasilkan oleh PBB-P2 

Kabupaten Kulon Progo meningkat cukup besar pada tahun 2018-2019, 

peningkatan yang terjadi disebabkan karena adanya proyek dari Bandara New 

Yogyakarta International Airport (NYIA) yang membuat Nilai Jual Obyek 

Pajak (NJOP) tanah naik hingga 70%. Kontribusi Pajak BPHTB Kabupaten 

Kulon Progo menunjukkan persentase rata-rata sebesar 5,468%, besarnya 

kontribusi pajak BPHTB menunjukkan adanya kegiatan peralihan hak atas 

tanah dan bangunan akan tetapi tidak terlalu banyak kegiatan peralihan hak 

atas tanah dan bangunan di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 

2015-2019 karena nilai kontribusi pajak BPHTB tidak begitu besar. Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan menunjukkan penurunan pada tahun 2019 

disebabkan karena proyek pembangunan Bandara NYIA yang seharusnya 
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sudah dilakukan pengurukan akan tetapi belum dilaksanakan, dan tanah urug 

yang diambil dari wilayah daerah Kulon Progo hanya sebesar 34%. 

 

 

Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Tabel 4.11 

Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2019 

 
Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY 

Tabel 4.12  

Kontribusi Per Jenis Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2015-2019 

 
Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY 

Besarnya kontribusi dari retribusi daerah Kabupaten Kulon Progo 

pada tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan hasil persentase kontribusi 

yang masuk ke dalam kategori sangat kurang dengan persentase sebesar 

4,2%. Pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa kontribusi dari tempat rekreasi 

dan olahraga Kabupaten Kulon Progo menunjukkan hasil kontribusi paling 

besar, hasil dari kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang 

mengalami perubahan peraturan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksaan 

Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 mengenai retribusi 

tempat rekreasi dan olahraga. Pertama diatur dalam Perbup Kulon Progo 

Nomor 27 Tahun 2016, perubahan ke dua diatur dalam Perbup Kulon Progo 
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Nomor 82 Tahun 2018. Untuk jenis retribusi yang lain, besarnya persentase 

kontribusi tidak melebihi 1% dari PAD, maka jenis retribusi yang lain 

dianggap tidak memberikan kontribusi yang cukup karena besarnya 

persentase kontribusi berada di bawah 1% dari PAD. 

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman 

Tabel 4.13 

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019 

 
Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY 

Tabel 4.14  

Kontribusi Per Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Sleman 

Tahun 2015-2019 

 
Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY 

Pajak daerah di Kabupaten Sleman dikategorikan sangat baik, karena 

hasil nilai rata-rata persentase kontribusi yang dihasilkan oleh pajak daerah 

Kabupaten Sleman telah mencapai angka 50% yaitu sebesar 62,5%. 

Kontribusi pajak BPHTB menghasilkan rata-rata kontribusi dari tahun 2015-

2019 sebesar 19,187%. Pada tabel 4.14 pajak daerah yang menghasilkan 

kontribusi dari yang terbesar yaitu Pajak BPHTB, Pajak Penerangan Jalan, 

Pajak Hotel, PBB-P2, Pajak Hiburan, Pajak dan Pajak Reklame. Namun ada 

yang menghasilkan nilai kontribusi dengan persentase rata-rata yang relatif 

kecil dan berada di bawah angka 1% dari PAD yaitu Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah. Kontribusi pajak 

BPHTB menghasilkan rata-rata kontribusi dari tahun 2015-2019 sebesar 

19,187%. Besarnya kontribusi yang dihasilkan oleh Pajak BPHTB 

menunjukkan hasil yang cukup tinggi setiap tahunnya, hasil yang cukup 

tinggi ini berarti di wilayah Kabupaten Sleman banyak terjadi pengalihan hak 

atas tanah dan bangunan. 
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Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman 

Tabel 4.15 

Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019 

 
Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY 

Tabel 4.16  

Kontribusi Per Jenis Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten 

Sleman Tahun 2015-2019 

 
Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY 

Kontribusi retribusi daerah secara keseluruhan dari tahun 2015-2019 

menghasilkan rata-rata kontribusi sebesar 6%, karena masih berada di bawah 

10% maka kategori kontribusinya masih masuk dalam kategori sangat 

kurang. Pada tabel 4.16, kontribusi dari retribusi izin mendirikan bangunan 

Kabupaten Sleman menunjukkan hasil terbesar dengan rata-rata kontribusi 

sebesar 2,452%, sedangkan jenis retribusi yang lainnya memberikan 

kontribusi yang rendah dengan persentase di bawah 1% dari PAD. Besarnya 

kontribusi dari retribusi izin mendirikan bangunan ini berarti banyak terjadi 

pembangunan gedung atau bangunan di wilayah Kabupaten Sleman pada 

tahun 2015-2019. Retribusi izin mendirikan bangunan ini berupa pemberian 

izin pembangunan baru, renovasi atau rehabilitasi, pelestarian atau 

pemugaran, perubahan izin karena penggabungan atau pemecahan izin, dan 

legalisir atau keterangan hilang. 
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Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Kota Yogyakarta 

Tabel 4.17 

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019 

 
Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY 

Tabel 4.18  

Kontribusi Per Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Yogyakarta 

Tahun 2015-2019 

 
Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY 

Rata-rata persentase kontribusi yang dikategorikan sangat baik, karena 

hasil dari persentase rata-rata kontribusi nya menunjukkan angka diatas 50% 

yaitu sebesar 62,6%. Pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa kontribusi pajak 

hotel di Kota Yogyakarta merupakan hasil kontribusi yang terbesar, pajak 

hotel di Kota Yogyakarta menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2018 

disebabkan karena Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerapkan sistem 

online bagi para wajib pajak, penerapan sistem online ini sebagai tindak 

lanjut terbitnya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2018 

mengenai Sistem Monitoring, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah 

Secara Online. Kontribusi pajak BPHTB Kota Yogyakarta menghasilkan rata-

rata persentase kontribusi yang nilainya cukup besar 12,075%, kontribusi 

yang cukup besar pada tahun 2015 hingga tahun 2019 berarti bahwa banyak 

terjadi pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang ada di wilayah Kota 

Yogyakarta. 
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Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta 

Tabel 4.19 

Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019 

 
Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY 

Tabel 4.20 

Kontribusi Per Jenis Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Yogyakarta 

Tahun 2015-2019 

 
Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY 

Persentase kontribusi dari retribusi daerah di Kota Yogyakarta pada 

tabel 4.19 menunjukkan hasil rata-rata kontribusi retribusi daerah sebesar 

6,3% dari PAD, angka tersebut masih berada di bawah 10% sehingga masih 

tergolong masuk dalam kategori sangat kurang. Pada tabel 4.20 menunjukkan 

bahwa kontribusi dari retribusi daerah yang memberikan persentase yang 

cukup besar yaitu diperoleh dari retribusi pelayanan pasar yaitu sebesar 

2,504% dan retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar 1,250%. Kontribusi 

dari retribusi pelayanan pasar Kota Yogyakarta setiap tahunnya tidak 

menunjukkan hasil yang terus meningkat dan perubahan persentase kontribusi 

yang tidak begitu besar, begitu juga dengan kontribusi dari retribusi parkir di 

tepi jalanan umum Kota Yogyakarta yang setiap tahunnya mengalami 
penurunan dan juga tidak menunjukkan perubahan persentase kontribusi yang 

begitu besar. 
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Tingkat Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi 

Raerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Anggaran yang 

Telah Ditetapkan pada Setiap Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota 

di Provinsi DIY Tahun 2015-2019. 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti, 

tingkat pencapaian dari realisasi penghasilan pajak daerah, penghasilan 

retribusi daerah, serta penghasilan PAD dengan anggaran yang telah 

ditentukan oleh setiap Pemda Kabupaten atau Kota di Provinsi DIY tahun 

2015-2019 menunjukkan tingkat pencapaian yang baik pada setiap tahunnya. 

Meskipun ada beberapa sektor yang menunjukkan tingkat pencapaian yang 

tidak sesuai target yang telah ditetapkan, namun sebagian besar sektor 

menunjukkan tingkat pencapaian yang melebihi target yang telah ditetapkan 

setiap tahunnya. Metode yang digunakan untuk menentukan tingkat 

pencapaian pendapatan daerah yaitu dengan membandingkan antara jumlah 

anggaran yang telah ditentukan oleh setiap Pemerintah Kabupaten atau Kota 

di Provinsi DIY dengan jumlah realisasi pendapatan daerah setiap tahunnya. 

Meskipun ada beberapa sektor yang menunjukkan tingkat pencapaian 

yang tidak mencapai target yang sudah ditentukan oleh Pemda pada masing-

masing Kabupaten atau Kota di Provinsi DIY, namun didapati bahwa 

penghasilan dari pajak daerah dan retribusi daerah ini mampu mendorong 

berbagai kegiatan pembangunan daerah dan juga mampu meningkatkan 

kualitas pelayanan umum yang semakin baik bagi masyarakat. 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Pajak daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi DIY memiliki besarnya 

kontribusi yang berbeda-beda terhadap PAD di tiap-tiap daerah. Kabupaten 

Sleman dan Kota Yogyakarta menghasilkan persentase rata-rata kontribusi 

pajak daerah lebih dari 50%, maka dapat dikategorikan sangat baik. 

Kabupaten Bantul dikategorikan cukup baik karena persentase rata-rata 

kontribusi yang dihasilkan sebesar 35,9%. Kabupaten Kulon Progo dengan 

persentase rata-rata kontribusi sebesar 21,3% masuk dalam kategori sedang. 

Kabupaten Gunungkidul menghasilkan persentase kontribusi rata-rata 19,6% 

dan dikategorikan ke dalam kategori kurang. 

Retribusi daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi DIY juga memiliki 

besarnya kontribusi yang berbeda-beda terhadap PAD di tiap-tiap daerah. 

Kabupaten Gunungkidul masuk dalam kategori kontribusi yang kurang 

karena hasil rata-rata persentase kontribusinya sebesar 14,2%. Kabupaten 

Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta 

menghasilkan persentase rata-rata kontribusi yang berada di bawah 10%, 

sehingga dikategorikan sangat kurang. 

Tingkat pencapaian dari realisasi penghasilan pajak daerah, 

penghasilan retribusi daerah, dan penghasilan PAD dengan target yang telah 

ditentukan oleh masing-masing Pemda Kabupaten atau Kota di Provinsi DIY 

pada tahun 2015-2019 menunjukkan progres yang baik karena hasilnya 

menunjukkan realisasi penghasilan pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD 

cenderung telah melampaui target yang telah ditetapkan, meskipun di 
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beberapa tahun ada yang tidak sesuai dengan target. Fakta ini akan 

mendukung setiap Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di DIY dalam 

menciptakan kemandirian daerah dan pembangunan daerah, serta mampu 

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat. 

 

Saran 

a) Bagi Dinas yang berwenang 

Pemerintah Daerah pada masing-masing daerah harus melakukan 

inovasi dan terobosan baru agar dapat meningkatkan penghasilan dari 

sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah di masing-

masing daerah Kabupaten atau Kota perlu menggali lebih banyak lagi 

hal-hal yang bisa menjadi potensi sumber pendapatan daerah terutama 

dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah juga 

bisa melakukan pengawasan secara berkala terhadap penggalian sumber-

sumber penghasilan pajak daerah dan retribusi daerah agar dapat 

meminimalisir adanya risiko kecurangan dari pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab atas penyampaian realisasi pendapatannya. 

b) Bagi Peneliti selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu menambahkan 

data dari penghasilan pajak daerah serta retribusi daerah untuk tahun-

tahun selanjutnya. Pada penelitian selanjutnya juga hendaknya mampu 

memakai sampel untuk penelitian yang semakin luas, dan menggunakan 

metode wawancara agar dapat memperoleh dan menggali informasi 

mengenai kendala dan permasalahan yang ada dalam upaya 

meningkatkan realisasi penghasilan pajak daerah, retribusi daerah, serta 

PAD di setiap di masing-masing Kabupaten atau Kota.   
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